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ABSTRAK 

 
 

Kenaikan harga tiket pesawat penerbangan domestik yang terjadi dalam 

industri penerbangan memicu dugaan adanya perjanjian penetapan harga diantara 

para pelaku usaha maskapai penerbangan. Perjanjian penetapan harga atau price 

fixing agreement merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam hukum 

persaingan usaha dimana secara khusus larangan tersebut diatur dalam ketentuan 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha 

untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh 

konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Praktek perjanjian penetapan harga 

salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU dalam 

Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran Pasal 

5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa 

kenaikan harga tiket pesawat pada 7 (tujuh) maskapai penerbangan nasional 

merupakan bentuk pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Melalui perkara 

tersebut, dalam Penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pemenuhan 

unsur perjanjian penetapan harga serta akibat hukum atas diberlakukannya 

perjanjian penetapan harga dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019. 

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan metode   yuridis 

normatif, yaitu metode yang mempelajari buku-buku, peraturan perundang- 

undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

dengan berusaha untuk mensinkronisasikan ketentuan atau peraturan hukum 

tersebut dengan praktek perjanjian penetapan harga dalam kaitannya dengan 

Putusan KPPU Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh unsur perjanjian penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dan ada pun sanksi yang dijatuhkan kepada 

7 (tujuh) maskapai penerbangan selaku Terlapor adalah sanksi administratif. 

 

 

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Perjanjian 

Penetapan Harga, Putusan KPPU 
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ABSTRACT 

 
 

The increase of airline ticket prices for domestic flights that have occurred 

in the aviation industry has triggered allegations of price fixing agreements among 

airline business actors. Price fixing agreement is one of the agreements prohibited 

in business competition law where specifically the prohibition is regulated in the 

provisions of Article 5 of Law Regulation Number 5 Year 1999 Regarding 

Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This 

provision prohibits business actors from fixing prices for goods and/or services that 

must be paid by consumers in the same relevant market. One of the practices of 

price fixing agreement can be found through the case that was judged by Business 

Competition Supervisory Commission (KPPU) in KPPU Verdict Case Number 

15/KPPU-I/2019 regarding alleged violation of article 5 and article 11 of Law 

Regulation Number 5 Year 1999. Within the verdict, it is known that the increase 

in airplane ticket prices on 7 (seven) national airlines is a form of violation of 

Article 5 of Law Regulation Number 5 Year 1999. Through the case, within this 

study will be described further on regarding the fulfillment of the elements of the 

price fixing agreement as well as the legal consequences of the enactment of the 

price fixing agreement in KPPU Decision Article Number 15/KPPU-I/2019. 

The research in this legal writing uses the normative juridical method, 
which is a method that studies books, laws and regulations and other documents 

related to the issues under this study by trying to synchronize legal provisions or 

regulations with the practice of price fixing agreements in relation to KPPU Verdict 

Case Number 15 / KPPU-I / 2019. The results showed that all elements of the price 

fixing agreement as regulated in Article 5 of Law No. 5 Year 1999 has been fulfilled 

and the sanctions imposed on 7 (seven) airlines as Reported Parties are 

administrative sanctions. 

 

 

 

 

Keywords: Competition Law, The Increasing of Airline Ticket’s Price, Price 
Fixing Agreement, KPPU’s Verdict 
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